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PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 

    NOMOR  3  TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 22 TAHUN 2010 
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TEGAL,  

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi 

penanggulangan bencana perlu mengubah Peraturan 

Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil 
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor  551); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

5.Undang-Undang  . . . 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4713); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

15.Peraturan . . . 

 



 

 

- 3 - 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non 

Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4830); 

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952); 

18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan 
Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal Serta Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1989);   

19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota 

Tegal Tahun 2008 Nomor 3); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 

22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita 

Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1). 

   
MEMUTUSKAN : 

   
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 

TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN 
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KOTA TEGAL.  

 
Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 22) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, 
dijabat oleh Pejabat setingkat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota 

Tegal dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. 
 

(2) . . . 
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b 

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertangung jawab kepada Kepala 
Pelaksana. 
 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertangung jawab kepada Kepala 
Pelaksana. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Walikota  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kota Tegal. 
 
 

Ditetapkan di Tegal 
pada tanggal 2 Januari 2013  

 

WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 
 
 

IKMAL JAYA 
  

 
Diundangkan di Tegal 

pada tanggal  2 Januari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
 

ttd 
  

EDY PRANOWO 
 
                      BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 3 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

 
ttd 

 
BUDI HARTONO, S.H. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19680216 198903 1 004 


